
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unqang Oasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389).;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); .

"

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
instrumen pembangunan daerah khususnya di bidang keolahragaan
merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara
jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalarn mewujudkan masyarakat yang
rnaju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis sesual dengan cita-cita
masyarakat Sumatera Selatan berdasarkan Pancasila;

b. bahwa kegiatan keolahragaan daerah dapat mendorong rnewuludkan
masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi
dalam olahraga, gerakan memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi
olahraga daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah yang berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaqaimana dlmaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang
Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ~

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,:

PERATURAN DAtJ~AH PROVINSI SUMATERA SELA1'AN
NOMOR E, TAHUN 2011

TENTAN.G
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENOIOIKAN
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7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535):

8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tantang Pelayanan Publlk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidlkan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496):

11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lambaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4702);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara
Republlk Indonasla Tahlln 2007 Nomor 36, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor
4704):

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah
Provinsl, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737) :

15.Peraturan Pemerlntah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang WaJlb BelaJar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864):

17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan t.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2008 tantang Organisasi dan Tata Ka~a Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri 0)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
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pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan

olahraga yang rnemerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan,
pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

8. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan,
kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan

perkembangan olahraga.

9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong,
membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan
sosia!.

.'

urusanpenyelenggaraanDaerah adalah6. Pemerintahan

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah KabupatenlKota di

Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendldlkan Provinsi adalah Dinas Pendldikan Provinsi

Sumatera Selatan.

PENYELENGGARAANTENTANGMenetapkan: PERATURAN DAERAH
OLAHRAGA PENDIDIKAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang

terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi
pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

11. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12.0lahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara

teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai

prestasi.

13. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan
pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau

pendanaan yang oldedikaslkan untuk kepentingan pemblnaan dan

pengembangan olahraga.

14. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi

dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non

pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang

keolahragaan.

16.0lahraga pendldikan adaiah' pendidikan jasmani dan olahraga yang
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan
berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian,

keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

17. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang
olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non

material.

18. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan

yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan

keolahragaan.

19. Sarana olahraga adalah peralatan dan periengkapan yang digunakan

untuk kegiatan olahraga

20. Organisasi olahraga' adaJah sekurnpulan orang yang menjalin kerja
sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
21. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang

membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabangl
jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu

jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga
internasional yang bersangkutan.

.-
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Pasal4

Olahraga pendidika_nbertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan

dan kebugaran, prestasi, kualitas sumber daya manusia, menanamkan

nilai moral dan akhlak mulla, sportivitas, disiplin, mempererat dan

membina persatuan dan kesatuan serta pengembangan minat dan bakat-,
bagi peserta didik sesuai jenjang pendidikannya ..,......-

.'

jasmani, rohani, dan soslal serta membentuk watak dan kepribadian

pesert~.?i~!k.

Pasal3

Olahraga pendidikan berfungsi untuk mengembangk~'1n kemampuan.~.. _.-. - - .."-

informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

26. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar
yang dilakukan secara slstematis unluk mencapai tujuan
keolahragaan.

27. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan ekonoml yang lerlibat secara langsung dalam
kegialan olahraga.

28. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang
membina, mengembangkan, dan mengoordlnasikan satu atau lebih
cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga
pendldikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan
fungsi pengolahraga atau olahragawan.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal2

Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk mendorong pelaksanaan

keolahragaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

22. Standar kompetensi adalah standar naslonal yang berkaitan dengan
kemampuan minimal yang niencakup pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan
lulus dalam uji kompetensi.

23. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar
nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan
pengembangan keolahragaan.

24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendldlkan pada jalur formal, nonformal, dan~

-5-
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(1) Setiap peserta didik berhak :
a. mendapatkan pelayanan olahraga pendidikan dan pengajaran yang

berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan serta
kemampuannya;

b. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasl di bidang

keolahragaan;

c. mendapatkan penilaian atas hasil proses belajar khususnya

olahraga pendidikan;

d. meneari, menerlma, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat intelektualitas dan usia demi pengembangan dirinya dalam
bidang olahraga.

.'

BABIV

RUANG LlNGKUP OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal6

(1) Olahraga pendldikan dilaksanakan pada setiap jalur dan jenjang

pendidikan.

(2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal dapat

dilaksanakan secara terstruktur dan be~enjang.
(3) Olahraga pendldlkan dimulai pada usia din!.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN

Baglan Kesatu

Hak dan KewaJibanPeserta Didik
Pasal7

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal5
Olahraga pendidikan diselenggarakan dengan prinsip :

a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung linggi nilal

keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;

c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d. pembudayaan dan keterbukaan;

e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
g. keselamatan dan keamanan; dan

h. keutuhan jasmani dan robanl,

- 6-
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(1) Setiap orang tua berhak :

a. mendapatkan. kesempatan yang sarna untuk memperoleh
pelayanan olahraga pendldikan yang bermutu bagl anaknya;

b. mendapatkan pelayanan olahraga pendidikan bagi anaknya;
c. mendapatkan informasi perkembangan- --olahraga'-'pendidikan

anaknya.
(2) Setiap orang tua berkewajiban :

a. memberikan kesempatan.yang seluas-Iuasnya kepada anak untuk

memperoleh olahraga pendldikan pada satuan pendidlkan;
b. bertanggung jawab untuk mendldik anaknya sesual dengan

kemampuan dan mlnatnya dalam bidang olahraga pendldlkan;
c. mendldlk dan mengurus anaknya khususnya dalam hal olahraga

pendidikan;

d. membiayai olahraga pendidikan bagi anaknya.
Baglan Ketlga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal9
(1) Setiap warga masyarakat berhak:

a. berperan serta dalarn perencanaan. pengembangan, pelaksanaan,

dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
b. mendapatkan olahraga pendidikan yang berkualitas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi. seni, dan budaya yang

mendukung olahraga pendidikan.
(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban:

a. berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara

prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;

.'

(2) Setiap peserta didik berkewaJiban :
a_ ikut menanggung biaya penyelenggaraan olahraga pendidikan;

b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin

keberlangsungan proses dan keberhasilan olahraga pendidikan;

C. memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada pada satuan

pendidlkan yang bersangkutan;

d. mentaatl segala peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal8

-7-
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Pasal13
(1) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur,

membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

.'

Pasal11

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung

jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan keoiahragaan dalam

rangka mendukung keolahragaan nasiona!.

BABVI
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12
(1) Pemerintah Provinsi bertugas untuk melaksanakan kebljakan dan

mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan

serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di provinsi.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan

sesuai standarisasi olahraga yang ditetapkan.
0'

(3) Standarisasi olahraga pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Gubernur.

Bagia':1Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal10
(1) Pemerintah Provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu,

dan mengawasi penyeienggaraan keoiahragaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Provinsi berkewajiban :

a. memberikan tayanan dan kemudahan serta menjamln

terselenggaranya olahraga pendidikan yang bermutu tanpa
diskriminasi;

b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya olahraga

pendidikan pada setiap jenjang pendidikan;

c. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan

keolahragaan.

- 8-

b. memberikan dukungan sumber daya olahraga pendidikan untuk

kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
c. mengembangkan olahraga pendidikan sesuai dengan jenis dan

jenjang pendidikan.
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a. penyelenggaraan olahraga pendidikan;

b. pernblnaan dan pengembangan olahraga;
c. pengelolaan keolahragaan;
d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
e. pendanaan olahraga;
f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan ;
g. pemberian penghargaan; .
h. pelaksanaan pengawasan.

(3) Untuk mendukung penyelenggaraan olahraga pendidikan di provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk

mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan

mengawasi penyelenggaraan keolahragaan.

(4) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi :
a. penyusunan kebijakan keolahragaan yang berlaku di
. kabupaten/kota:

b. penyelenggaraan olahraga pendidikan;
c. pembinaan dan pengembangan olahraga;
d. pengelolaan keolahragaan;
e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
f. pendanaan olahraga;
g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan :
h. pemberian penghargaan:
i. pelaksanaan pengawasan.

BAB VII

INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu

Tugas

Pasal14
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan penyelenggaraan olahraga pendidikan
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini adalah Dinas
Pendidikan Provinsi.

(2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan olahraga pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DinasPendtdikan 'Provtnsi
bekeria sama dengan dinas I instansi dan lembaga terkait.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal15
Dalam melaksanakan tanggung Jawabnya sebagaimana dlmaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) Dinas Pendidikan Provinsi menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

.'

-9-
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Pasal17

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan

olahraga meialui berbagai kegiatan keoiahragaan secara aktif, baik
yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah daerah~,maupun atas

kesadaran atau prakarsa sendlrl.
(2) Pembinaan dan pengembangan oiahraga oleh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oieh per1<umpulan

olahraga di Iingkungan masyarakat setempat.

.'

(1) Pemerintah Provinsi wajib meiakukan pembinaan dan pengembangan

oiahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung Jawabnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian,

pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan

keolahragaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan keoiahragaan dllaksanakan melalui

tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta

pengembangan bakat dan peningkatan prestasl.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(5) Untuk meiakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan

prestasi olahraga pendldikan, Pemerintah Provinsi berkoordinasi
dengan lembaga yang bertanggung jawab daiam pembinaan dan

pengembangan olahraga di provinsi dan atau pengurus induk

cabang olahraga.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

OLAHRAGA PENDiDIKAN

Pasal 16

a. penyusunan rencana penyelenggaraan olahraga pendidlkan;

b. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan olahraga

pendidikan ;
c. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan

oiahraga pendidikan :
e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap bibit

atlet potensial berbakat guna meningkatkan prestasi atlet.

..
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BAB IX
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal20
(1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab atas

perencanaan, pengadaan. pemanfaatan, pemeliharaan. dan
pengawasan prasarana olahraga.

_.

olahraga, kelas qlahraga, pusat pembinaan dan pelatlhan, sekolah

olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang
be~enjang dan berkelanjutan.

(2) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pernblnaan dan

pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat

kompetensi dari lnduk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan
dan/atau instansi pemerintah.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat

memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai
bagian dari aktivitas pembelajaran.

Pasal18

(1) Pembinaan dan pengernbangan olahraga pendidikan dliaksanakan

melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik

olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta

didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendldikan pada semua

jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik

untuk melakukan kegiat,;'10olahraga sesuai dengan bakat dan mina!.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dllaksanakan

dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat
peserta didlk secara menyeluruh, balk melalui kegiatan intra

kurlkuler maupun ekstra kurlkuler.

'Pasal 19

(1) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di l!3mbaga
'pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan. .
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(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan

dengan peraturan daerah ini.

(4) Pembentukan organisasi cabang olahraga di daerah sebagaimana
dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

·...
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Pasal23

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 22 meliputi:
a. Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa;

b. Kejuaraan Olahraga Pelajar dan Kejuaraan Olahraga Mahasiswa;

c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dilaksanakan
secara berjenjang. mulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan,

tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan tingkat' provinsi

sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dlatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur.

.'

(2) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan prasarana olahraga

sesuai dengan standar dan kebutuhan olahraga daerah.

(3) Jumlah dan jenls prasarana olahraga yang dibangun harus

memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah.
(4) Prasarana olahraga yang dibangun dl daerah wajib memenuhi jumlah

dan standar minimum yang ditetapkan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Gubernur.
Pasal21

(1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan

dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga

sebagai fasilltas umum dengan standar dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai aset Pemerintah

Provinsi.

(2) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan
prasarana olahraga yang telah menjadi aseUmilik Pemerlntah Provinsi

tanpa rekomendasl Gubernur dan tanpa izin atau persetujuan dari

yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal22
Penyelenggaraan kejuaraan 'olahraga pendidikan y;;lng dllaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan

keolahragaan daerah serta prinsip penyelenggaraan olahraga pendidikan.
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pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahaslswa sesuai

kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan
memperhatikan :

Pasal26
(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan pekan olahraga pendidlkan.

(2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan.

(3) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga
Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan
penyelenggaraan pekan olahraga pelajar tingkat provinsl dan

pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi dan pekan olahraga
pesantren tingkat provinsi.

b. dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat membentuk

panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi
olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga

fungsional mahasiswa.

c. induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang

olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang

dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang
bersangkutan.

(4) Pemerintah Provinsi selaku penanggung jawab penyelenggaraan,

.'
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Pasal24

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 bertujuan:

a. memasyarakatkan olahraga;

b. menJaring bibit atlet potensial;

c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;

d. meningkatkan prestasi olahraga;

e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan

f. meningkatkan ketahanan daerah melalui olahraga.

Pasal25

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dilakukan dengan prinslp eflsiensi, efektlvitas, transparansi, dan

akuntabilitas.
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Pasal27
(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan

teknis kecabangan. kesehatan. keselamatan. dan ketentuan daerah

setempat.
(2) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung

massa penonton wajib mendapatkan rekomendasl dari induk

organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi

peraturan perundang-undangan.

a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;

c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat

penyelenggaraan ; dan

e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk
organisasi olahraga fungsional mahasiswa;

f. Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai penyeienggara

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga pelajar
tingkat nasional dan pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional;

g. Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pekan

Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa di tlngkat
nasiona!.

(5) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga

mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa
meliputi kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga mahaslswa di

tingkat provinsi;

b. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di
tlngkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional tingkat

provlnsl :
c. organisasi olahraga fungsional tingkat daerah dalam

melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tlngkat

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekeria sama
dengan pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi ;

d. Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan

olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat

provinsi.
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Pasal29

(1) Sumber pendanaan keolahragaan pendidikan ditentukan

berdasarkan prinsip kecukupan dan kebertanjutan sesual dengan
prioritas rencana pembangunan keolahragaan di daerah.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan pendidikan dapat dlperoleh dari :
a. masyarakat, sumber pendanaan yang berasal dan masyarakat

diperoleh melalul :
1) sponsorship keol"ahragaan;

2) hibah, baik dari dalam maupun luar negeri;
3) penggalangan dana;

4) kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
5) uang pembinaan dan olahragawan professional;

b. kerjasarna yang saling m~nguntungkan;
c. bantuan luar negeri yang tidak mengikst;
d. hasHusaha industri olahraga, yang meliputi :

1) tike! penyelenggaraan pertandinganikompetensi;

2) penyewaan prasarana olahraga;

3) jual beli produk sarana olshraga
4) sport labeling;

5) Iklan;

(3) Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
(4) Setiap orang d~n/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan

kejuaraan olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan

induk organisasi cabang olahraga nasiona!.

(5) Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati,

dan/atau mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai

ketertiban dan keamanan.

(6) Perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan
kejuaraan atau kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bi.dangperpajakan.
,

BABXI

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN PENDIDIKAN

Pasal28

(1) Pendanaan keolahragaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah provlnsi, dan masyarakat.

(2) Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 15-
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BABXII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGIKEOLAHRAGAAN

Pasal32
(1) Pemerlntah, Pemerintah Provlnsl dan/atau masyarakat melakukan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologl secsra

berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan pendidikan di daerah.

(2) Pemerintah, pemerintah provlnsi, dan/atau masyarakat dapat
membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk

memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah .

(3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelltian,

pengkajian, alih teknologl, sosialisasl, pertemuan Ilmiah, dan kerja

sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional

yang memilikl spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologl

keolahragaan.

.'

6) hak siar olahraga;
7) promosl,-eksi6is'i~~an festival olahraga;

8) keagenan;

9) layanan informasi dan konsultasi olahraga

e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pengaturan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2)

dlatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal30

(1) Pengelolaan dana keolahragaan pendldlkan dllakukan berdasarkan

pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabllitas publik.
(2) Dana keolahragaan pendldikan yarlg dlalokasikan dari Pemerintah

dan Pemerintah Provlnsi dapat diberikan dalam bentuk hibah sesual

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal31

(1) Pendapatan pemerintah provinsl yang diperoleh dari jasa layanan
keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam

penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan pendapatan
daerah,

(3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal33

(1) Masyarakat memHiki kesempatan yang sama dan seluas-Iuasnya

untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga pendldikan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dllakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi
profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai

dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga
sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan

olahraga daerah.

(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pambinaan dan

pengembangan olahraga pendidikan.

(5) Tata cara paran serta masyarakat dalam keglatan olahraga

pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIV

PENGHARGAAN
Pasal 34

(1) Setiap pelaku olahraga, tutor, tenaga pendidik olahraga, peserta didlk
dan satuan pendidikan, organisasi olahraga, lembaga pemerintahl

swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam

memajukan olahraga pendidikan diberi penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah, pernerintah provinsi, organisasi olahraga, organlsasi lain,

dan/atau perseorangan.

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa,
asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan,

kewarpaneqaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua,

kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi
penerima penghargaan.

(4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

-:

(4) Hasll pengembangan Hmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk

kemaJuan olahraga.
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untuk
yang

I

yang dlanggap perlu
pidana menurut hukum

k. melakukan tindakan lain
kelancaran penyidikan tindak
dapat dipertanggungjawabkan.

_'

BABXV

PENGAWASAN
Pasal35

(1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan olahraga pendidikan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal36

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di IIngkungan Pemerintah Provlnsi
berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan Undang
Undang HukumAcara Pidana.

(2) Penyidik sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. menellti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tlndak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatata'n dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan buktl tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
lugas penyidikan tindak pidana ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berfangsung dan memeriksa identitas orang danl
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperlksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR.?. SERI.~..

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKR TARIS DAERAH
PROVINSI UMATERA SELATAN,

--

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2011

GU.ERNU~TAN'

-II. :A:t:EX NOERDIN

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal38
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis . pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Gubernur.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah(3) Tindak pldana
pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal37
(1) Setiap orang yang menqatlhfunqsikan atau meniadakan prasarana

olahraga yang telah ada, balk sebagian maupun seluruhnya tanpa

izin sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini, dlancam dengan pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta

rupiah).

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NURDIN 
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